STUDI EVALUASI INDEKS PEMGANGUNAN MANUSIA

JAWA TENGAH TAHUN 2OO5 by WOYANTI, Nenik
STUDI EVATUASI IF{DFKS PEMGANGUNAN MANUSIA
JATtrA TffiNGAH TAFIUN 2OO5
Nenik Woyonff
Fo kulics Ii<onorni U niversitos Di ponegcro Serncro n g
ABSTR"dTCT
Hunrcn Developrnent lndex (l-lDlJ is c composite vr:lue of 3 in<Jicotors, nomely Life Expectoncy ctBirth, Literocy Roie, Meon Yecrs of Schoolling ond Recl Expenelicture per Copilo" This siudy
reseorchecJ HDI in Cenlrol Jovo in 2005 ci:rnprising of 35 regencies. The De'reloprnent Frogroms hacl
supporied HDI positively" Life expeciancy ct birlh ln 2005 increosed 2 yeors from 200l; Literocy role
in 2005 l-righer 4.1 percent ti-ran-in 2001; Meqri yr:r:rs ol' schr.rolling in 2005 befier thon 2001 (fi-om d,lto be 6.6 yeors); ond reol expendiciure per r:cpitr: in 2005 increasecl Rp 72"?00,- from 2001 lhoi wcs
cbout Rp 549.200,- The flll 4 r:trnponenfs of HDI indicoied lhe progress of ils generol provinciol
cevelopment. However, the Local Gcvernmeni hod to irnprove lhe h*cfih service focilities, increcse
the qucnlity cnd qucllity the educoiion fcciiities, encoljroge the r*crl expendicir.rr€ p6r copitathrough better econornic perfcrrnonce, op)en more job oppcrluniiies ond increcse its regioncrl
income.
Keyrorords: H urnr:n Developrnent j riejex. Cenf rcrl J rrva.
LnrRn Fjsr*rcsnc
lsu peml:angunar] rnanusia akhin-akhir inri
:eiah rnenjadi isu sentral. Sehingga konsep
D€mbangunsn manusia memilild dimensi
,ang lebih luas dibandingkan dengan konsep
cembangunan ekonomi yang lebil'l
-enekankan perturnbuitan, pengembangan
sumber daya manusia dan kebutuhan dasar"(onsep pernhangunan manusia menuntut
er"jadinya reforrnasi atas kemampuan dan
mmampuan manusia yang terlihat melaiui
eroaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan
rcfanipilan, serta daya beli, $shingga
senduduk rnemperoleh manfaatnya,lte'utsma dalam hal produktifitas,
Sernerataan, pemberdayaan dan
r.esinambunEan. Menurut David C. Korten
12001) pembangunan yang berpusat pada
renduduk menempatkan manusia dan
iin'okungan sebagai variabel endogen yang
-rama, yaitu sebagai titik tolak dalam
rmbangunan. Lyncolyn Arsyad {2004)r'enambahkan bahwa pernbangunan
'F€f,iempatkan penduduk sebagai titik pusat
rsf". segenap gerak pembangunan sekaligus
rodal dasar kekuatan faktor dominan dan
pembangurtan menempatkan pendudukdalam fungsinya sebagai re?so#r"ce
pembangunan.
Fembangunan nrenghendaki adanya
perubahan kualitas nnanusia rnerrjadi lebih
baik (dari kualitas yans lebih rendah menjadi
lebih tinggi tingkatannya). Perbaikan kualitasini diharapkan akan dapat dicapai
rnasyarakat adii dan makn'lur merata secara
materiil rnaupull spirituil. Sesuai dengan
tujuan pernbangunan tersehut diperlukan
perbaikan kualitas tisik pendtrduk, karena
peningkatan kualitas fisik penduduk berartipula peningkatan taraf hidup pendudgk.$alah satu indikator keberhasilan
pembangunan adalah rneningkatnya lndeks
Fembangunan Manusia (lPM). lpM
menempatkan manusia sebagai fokus dan
sasaran akhir dari seluruh kegiatan
pernbangunan yang berpijak pada
produktivitas, pernerataan, kesinarnbungan
dan pemberdayaan. Dinamika kependudukan
mempunyai keterkaitan dan salingberpengaruh terhadap keberhasilan
pembangunan di segala bidang (Abdul Haris
2001).
Etsaran utama pembangunan. Dengan kata Proses pembangunan yang terus
am penduduk atau masyarakat tidak saja dilaksanakan deml segera terwujudnya
Eryeran sebagai subyek narnun sekaligus tujuan pembanguan di segala bidang
reoagai obyek dalam pembangun-an. ternyata tidak bisa berjalan lancer seperti
:erndapat yang sama disarnpaikan oleh yang diharapkan. Krisls yang terjadi pada
rlNcetjanto (1996) yang menjelaskan bahwa pertengahan tahun 1997 menjadi
rerduduk mempunyai posisi sentral dalam penghambat proses pembangunan. Provinsi
v'iremrjudkan kinerja pembangunan. Jawa Tengah pun rnenerima imbas krisis
:ernyataan ini mempunyai makna bahwa ekonomi, dimana IPM Jawa Tengah pada
fiq'anti, Nenik. 2007."Studi Evaluasi lndeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah Tahun 2005". Jurnal
PENDUDUK & PEMBANGUNAN 7(2): 101-112"
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tahun 1996 yang semula sebesar 67 persen
akhirnya turun menjadi 64 persen pada tahun
199S (Aloysius 2002). Untunglah, krisis
nnoneter tidak begitu berdampak pada
komponen Pendidikan. Komponen
pendidikan cukup terbantu karena telah
meningkatnya persepsi masyarakat baik
yanE kaya rnaupun yang rniskin akan
penilngnya pendidikan. lronisnya, rneskipun
komponen pendidikan dari IPM Pada
umumnya masih mengalami peningkatan,
namun peningkatan initidak cukup menolong
IPM untuk tidak 'tenggelarn' oleh drastisnya
penurunan daYa beli masYarakat.
Seiring dengan 'berjalannya waktu,
proses pembangunan terus berjalan. Hasil
pen'rbangunan membawa daerah pada
kondisi yang semakin baik, yang ditunjukkan
dengan semakin meningkatnya IFM' Tahun
2002 IPM telah mengalami perbaikan
meskipun perbaikan tersebut belum mampu
menyarnai tingkat IPM periode sebelurnnya,
hingga kemtldian tahun 2005 krisls rnoneter
telakr lama berlalu. Banyak upaya perbaikan
di herbaEai aspek untuk memperbaiki IPM
kenrudian rnengevaluasinya agar ke depan
menjadi lebih baik. Jadi, tulisan ini ditujukan
untuk t1l menganalisis faktor pembentuk
lndeks Pembangunan Manusia, dan 121
mengevaluasi pencapaian IPM itu di Provinsi
Jawa Tengah tahun 2005.
Merong
l*okasi studi evaluasi lndeks
Pembangunan Manusia Jawa Tengah tahun
2004-2005 adalah seluruh wilaYah
kabupaten/ kota di Jawa Tengah. Adapunjenis data yang digunakan adalah data
sekunder. Data sekunder diperoleh dari
Kantor Statistik baik dari Jawa Tengah
maupun Pusat (terutanra SLlsenas, Sensus
Penduduk), BKKBN, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan .Nasional, BAPERMAS, Dinas
KIMPRASWIL, Dinas NAKERTRANS dan
tsappeda. Data-data yang dikumpulkan
meliputi data tentang: angka harapan hidup,
rata-rata tahun sekolah, angka rnelek huruf,
konsurnsi per kapita, proporsl pehduduk yang
mernperoleh akses terhadap pe!ayanan
kesehatan, pendidikan dan sebagainya.
Disamping data sekunder, akan dilakukan
pula diskusi yang rnendalam dengan instansi
yang terkait Quna mendapatkan hasil yang
baik.
Komponen IPM
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Daya Beli 737,720 300,000 (1996)
360,000 (1999)
t,NDP rnenggunakan
PDB riil per kapita yang
telah disesuaikan
Surnber: tsPS, Bappenas & UNDP 2001
Alat yang digunakan dalam analisis dan
evaluasi lndeks Pembangunan Manusia
(lPM) Jawa Tengah tahun 2OO4-2OOS adalah
analisis isi (content analysis). Alat ini pun
digunakan untuk merumuskan hasil diskusi.
Selanjutnya untuk mengevaluasi data lndeks
Pembangunan Manusia di Jawa Tengahpada masing-masing kabupaten/ kota
dilakukan analisis kuantitatif dan diskriptif
sederhana. Rumus lndeks Pembangunan
Manusia (lPM) = Human Development lndex
(HDr):
tPM = HDt = 1/3 (lK + lP + IDP)
Di mana
IPM/HDl: lndeks Pembangunan Manusia/
Human Development lndex;
lK: lndeks Kesehatan = lndeks Usia Harapan
Hidup Saat Lahir;
lP: lndeks Pendidikan = 2/3(lndeks Melek
Huruf) + 113 (lndeks Rata-rata Lama
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Sekolah);
IDP: lndeks Daya Bell = lndeks $tandar
hlidup Layak.
lndeks Kesehatan, lndeks Pendidikan dan
lndeks Daya Beli diperoleh nrelalui formula
umum berikut (UNSFIRS 2000):
Dimana,Xi = lndikator ke- i
Ximax = Nilai Maksimum Xi
Xi rnin = Nilai Minimum Xi
Tabel 1 menyajikan niiai rnaksimum dan
minirnum komponen lndeks Pernbangunan
Manusia (lPM). Nilai minimurn merupakan
angka teiendah dari masing-masing
komponen IPM yang pernah dialami oleh
suatu negara di dunia ini, derniklan puia nilai
maksimum menunjukkan niiai tertinggi dari
masing-masing komponen IPM yang bisa
dicapai oleh suatu negara.
Fembangunan Manusia (lPM)
merupakan kan ukuran keherl.rasiNan
pembangunan aspek nranusia dalam suatu
wilayah tertentu yang standarnya ditentukan
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
melalui UNDP (United Nation of
Develapment Program). Ukuran ini
selanjutnya disepakati dan dapat digunakan
untuk mengukur kinerja penrbangunan
manusia pada suatu wilayah tertentu, seperti
negara, propinsi atau kabupaten/kota. Pada
dasarnya IPM menetapkan standar-standar
minimal yang sangat sederhana sehingga
dapat dikatakan sebagai prasyarat minimal
yang harus dicapai oleh suatu negara atau
wilayah pada kurun waktu tertentu.
IPM merupakan suatu indeks kornposit
yang dibentuk dari 3 indikator untuk
mengukurtingkat keberhasilan suatu wilayah
dalam meningkatkan kualitas sosial, yakni
indikator angka harapan hidup, angka melek
huruf, rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran riil perkapita. IPM pada
dasarnya menggambarkan tingkat kesehatan
penduduk yang direpresentasikan rnelalui
Angka Harapan Hidup, perkembangan dan
kemajuan sosial yang ditunjukkan melalui
Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama
Sekolah, serta kemampuan ekonomi
penduduk yang diukur dengan Pengeluaran
Riil Per Kapita.
Untuk mengukur tingkat kesejahteraan
manusia, Morris D Morris mengemukakan
Physical Quality of Life lndeks (PQLI) atau
indeks kualitas hidup (lKH) yang merupakan
gabungan dari 3 indikator; tingkat harapan
hidup, angka kematian, dan tingkat melek
huruf (Lincolyn Arsyad 2004) dan terus
dikembangkan oleh UhIDP PBB 1990 dengan
nama indeks pembangunan manusia,
dimana indikator kriteria l{Dl merupakan
perluasan dari PQLI. lndikaton yang
digunakan adalah: (1) tingkat harapan hidup,(2\ tingkat ?nelek huruf nnasyarakat, (3)
tingkat pendapatan riil per kapita
berdasarkan daya beli masing-masing
negara. Masing-masing indeks besarnya
antara 0 sampai dengan 1, dengan ketentuan
iika indeks semakin rnendekati 1 itu berarti
indeks pembangunan manusianya tinggi,
demikian juga sebaliknya (Lincolyn Arsyad
2OO4).
Fenggunaan IPM sebagai indikator
keberhasilan pembangunan di suatu negara
atau daerah bukan tanpa kelemahan"
Menurut MichaelTodaro (2001), seorang ahli
ekonomi, kelernahan penggunaan IPM
sebagai indikator keberhasilan pembangunan
adalah:
1. IPM bersrfat relatif dan bukannya absolut,
artinya suatu negara atau daenah akan
dinilai IPM-nya dibandingkan dengan
negara-negara/daerah lain. Adinya, jika
semua negara atau daerah mengalami
penlngkatan pada tingkat tertimbangyanE sama, maka negara-negara
miskin/daerah-daerah miskin tidak naik
peringkatnya, sehingga tidak
memperoleh penghargaan/pengakuan
atas usahanya memperbaiki kualitas
SDM nya.
2. IPM hanya mencakup satu aspek saja dari
tujuan pembangunan. Banyak aspek lain
yang tidak masuk kedalann perhitungan,
seperti kelestarian lingkungan hidup,
pemerataan pendapatan. Dengan kata
lain, IPM bukan merupakan indikator
keberhasilan pembangunan yang
komprehensif
3. IPM sebagai indikator pembangunan yang
mengutamakan sumberdaya manusia
ternyata tidak mencakup seluruh indikator
tentang sumberdaya manusia. Kendala
yang dihadapi biasanya adalah karena
ketiadaan data.
Adapun kerangka pemikiran pennrujudan
paradigma Pembangunan Manusia
disajikan dalam Gambar 1.
Pengukuran IPM
Human Development Report (HDR)global telah mengembangkan dan
menyempurnakan pengukuran statistik dari
pembangunan manusia, yang meliputi
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(knowledge) dan Standar Hidup (decent
living). Fada tahun 1990 l-lDR pertarna
menyusun IFM berdasarkan pada
pendapatan nasional (sebagai pendekatan
dari standar hidup) dan dua indikator sosial,
yakni angka harapan hidup (sehagai ukur,an
lamanya hidup) serta angka rnelek huruf
usia dewasa (sebagai ukunan
pengetahuan)"
HDR kedua pada tahr:n 1gg1
menannbahkan satu indikaton baru rata-rata(tahun) lama bersekolah ke dalarn
Umur Panjang
Dan Sehat
kornponen pengetahuan (diber! bobot
sepertigr*) dan angka meiek huruf (diberi
bobot dua pen tiga). Tarnbahan indikator ini
n'lerupakan pengakuan akan pentingnya
pembentukan ketrarnpilan tingkat tinggi
serta menrbantu pernbedaan negara-
negara yang mengelompok pada peringkat
atas. Dalarn HDR lggg variabel lama
sekolah diganti dengan rasio enrol!ment
gabungan antara sekolah dasar, SLTP dan
Sl\llAJ$&dK, karena angka ini lebih rnudah









Sumber: BPS, Bappenas, UNDP 2004
Dalam penetapan indikator yang mewakili
standar hidup layak, HDR pertama
menggunakan PDB riil per kapita yang
disesuaikan. Salah satu indikator ekononn!
utama yang digunakan untuk menilai kinerja
pembangunan adalah GDP perkapita. GDp
perkapita adalah perbandingan antara GDp
dengan jumlah populasi penduduk. Dalarn
penghitungannya digunakan metode
Purchasing Power Parity (PPP) riil sebagai
alat pengkonversi (dalanl dolar AS), karenajika digunakan kurs nominal akan
menyebabkan kesalahan dalam melakukan
perbandingan kinerja pembangunan antar
negara. GDP PPP riil diperoleh dari GDp
yang dikonversikan dalam mata uang dolar
AS menggunakan metode PPP, sehingga
GDP tersebut mempunyai daya beli yang
sama dengan dolar diAmerika Serikat. GDp
perkapita dengan metode ppp umumnya
19!ih tinggi nilainya dibandingkan denganGDP perkapita dengan kurs nominal(Mudrajad Kuncoro 2000).
Konsep Pembangunan Manusia yang
dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja
pembangunan manusia pada skala 0,0 
-
100,0 dengan katagori sebagai berikut :
Tinggi : IPM lebih dari 80,0
Menengah Atas : IPM antara 66,0 
-79,9Menengah Bawah : IPM antara S0,0 
-65,9
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HnsII ATnIISIS DAN PEIVIBAHASAN
Berdasarkan Survei Sosial Ekorromi
r,lasional {Susenas) tahun 2005, jumlah
sen.judLi$( ..lawa Tengah tercatat sebesar
32.208.ilfi[i jiwa atau 15 persen dari junnNah
cendudur[E lndonesia, yang menernpatkan
,,lawa Tengah sebagai provinsi ketiga di
'rdonesia dengan jumlah penduduk
ierbanya[<.
Kondisi PemdfdiCran
Ukuran yang sangat mencjasar dari
Sngkat pendidikan pada tingkat rnakro adalah(emarnpLian baca-tulis pendueluk dewasa,
rang dltunjukkan oleh angka melek huruf"
Fada tahun 2005 angka nrelek' huruf
oenduduk indonesia telah mencmpal 87,4
persen. Dengan denrikian, rnaslh terdapat
12,6 persen penduduk usia 10 tahun ke atas
yang huta huruf. Uku:ran lain dari tingkat
oendidlkan adalah rata-rata tahun sekolah,
yang dapat rnenunjukkan jenjang pendidikan
yang telah dicapai oleh penducluk dewasa,
Dengan rata-rata tahun sekolah sebesar 6,6
tahun pada tahun 2005, menunjukkan batrwa
penduduk dewasa (15 tahun ke atas) diJawa
Tengah b*ru pada taraf menamatkan
Sekolah ilasar. Dl Provinsi Jawa -fbngah
raia-nata tahun sekolah lebih rendah bi!a
dibandingkan dengan rata-rata tahun sekolah
tingkat nasional (7,3). Fada tahun 2001, rata-
rata tahun sekolah 6,1 tahun dan terus
mengalami peningkatan sarnpai dengan 5,6
tahun pada tahun 2005. Jumlah pendudr:k
yang nnenamatkan pendidikan tinggi pada
tahun 2005 sebanyak jadi 915.656 orang
(3,82 persen).
Faktor pencetus masih rendahnya
persentase penduduk yang berpendidikan
tinggi antara lain karena beban biaya yang
tinggi. Biaya pendidikan yang tinggi
benpengaruh terhadap kemampuan orang tua
untuk menyekolahkan anaknya pada jenjang
pendidikan yang lehih tinggi. Kondisi ini
menjadi tantangan bagi Penlerintah Provinsi
Jawa Tengah untuk memperbaiki tingkat
pendidikan penduduk. Faktor pencetus
lainnya adalah karena terbatasnya daya
tampung jenjang sekolah tingkat atas yang
ada. Data tahun 2005 menunjukkan jumlah
sekolah dasar di Jawa Tengah sebanyak
23.930, sedangkan untuk tingkat SMP
sebanyak 4.056 dan SMA sebanyak 2.053
(BPS 2005).
Kondrs* Keseftafan
Fasilitas kesehatan yang akan
merrrpengaruhi tingkat derajat kesehatan
penduduk setempat " antara lain jumlah
puskesrnas, kemampuan Fuskesmas, dokter
dan tenaga medis lainnya. Fasilitas
kesehatan, .khususnya rurnah sakit,
puskesmaslpoiiklinik, dokter dan tenaga
medis yang lain di Jawa Tengah berdasankan
data dari EPS .lawa Tengah (2005)
riampaknya rnasiLt perlu ditingkatkan" ..!urnlah
nurnah sakit yang ada di Jawa'lengah baik
rurnah sakit pemerintah rnaupun swasta
hanya 195 unit e*engan kapasitas tempat
tidur 18.436 ternpat ticiur. Jurn[ah pra $arana
ini digunakan untuk melayan! 31.3S7.431
pasien. Angka inl rnasih jmuh eiari standar
pelayanan rnininial.
Jika jumlah dokter per puskesmas
dikaitkan dengan jumlah dokter per 1CI.000
penduduk, nraka dapat diprediksi
kernampuan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat. Makin banyak jumiah dokter per
puskesmas asurnsinya akan makin baik
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
Dennikian pula makin besar imbangan antar
dokter per 10.000 pendudrik asunnsinya akan
makin baik pelayanan kesehatan terhadap
rnasyarakat.
Jumlah Puskesmas di Jawa Tengah
mencapai 831 Puskesmas dan yang mampu
untuk rawat inap mencapai 219 Puskesmas,
dan Fuskesmas Pembantu sekitar 1.824,
serta 800 Fuskesrnas Keliling. Selanjutnya
jurnlah dokter Puskesmas rnencapai 1.399
orang dengan rata-rata juurnlah dokter per
Puskeemas mencapat 1,77 
"
Angka Harapan Hidup (AHl-{) sangat
dipengaruhi oleh pertolongan kelahiran
pertama pada bayi, lama menyusui balita
sampai 24 bulan lebih dan program gerakan
sayang ibu. Fertolongan kelahiran pertama
pada bayi di Jawa Tengah pada tahun 2005
sebanyak 2.546.770 yang dilakukan tenaga
medis mencapai 1.776.301 tindakan dan
yang dilakukan tenaga non medis sebanyak
770.469 tindakan.
Kondisi Perekonomian
Kondisi perekonomian Jawa Tengah
selama kurun waktu 2OO1 hingga 2005
meskipun fluktuatif namun relatif terus
membaik. Kondis.i ini ditunjukkan dengan
semakin progresifnya laju pertumbuhan
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
atas dasar harga konstan 2000 terutama
pada tahun 2005 jika dibandingkan dengan
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$ernerita;'a itu, berdasar data yang
berhasil ciihirnpum oleh BFS {2005) diketahui
bahwa k*lrdisi perkembangan pendapatan
regionfil p*r i";apita atas dasar harga kor-lstan
dengan iahun 2CI00 sebagai tahun dasar
seiame kurun waktu ZAU hingga 2005
narnpaP.ir.va terus rneningkat. Dernikian 
.!uga
dengar"r penkembangan PDRB per kapita.
Narnun dernif<ian, secara umum tennyata
penda,rpmt*n regional per kapita selaiu ielllh
rendah di&:anrJingkan dengan perkernbanga*
produi< r.icrr:estik regional bruto (F,DRts) per
kapita di setlap tahunnya. pada tahun 2Gil5,
pendapat;in regional per kapita atas dasar
harga k*ftstan tahun 2000 merrcapai Rp
3.516.7S4, naik 4,36 persen dari tahun Zri04"
Sedangkun urrtuk PDRS pen kapitanya letrih
besar yaitt.i FQp 5.g1g.gSS" atau nai[< tr1,AV
persen dari tahrun sebelumnya.
Pemgrefeaarrara f{onscrmen per Kapita
Psn$elr-iar*n rata*rata per kapita *etiap
bulan pm:"rr$r-lr.jitk 
".lawa Tengah p*da tahun2005 ari*iah *ebesar Rr: 17?.$95. Jika
angka peng*luaran nata-rata per kapita ini
CipecaP'r bardasarkan domisiti penduduk,
terlihat ra'ta-rata pengeluaran per kapita di
oerkotaan senantiasa lebi|r besar e{ihandinE
denEan yang di perdesaan, yakni Rp Z1Z"03a
Ci perkctann dan Rp 143.572 di perdesaan.[-lal ini berarti rata-rata perrgeluaran p*r
<apita Fler bulan di perdesaan jika
Cibane{ingkan dengan pengeluanan di
perkotaarr arlalah 57,71 persen.
Evaluas* iFff Jawa Tengah
lndeks F*mbangunan Manusia {lpM)
<abupaienl kota di Fropinsi Jawa Tengah
oada tahr-in 2005 bila dibandingkan dengan
IFM tahqrn 20CI1 nampak terjadi kenaikan
yang eukup signifikan yakni sebesar 9,4
Sersen.
Faktr:1"-faktor yang menjadi penyebab
<enaikan angka lPilll adalah peningkatan
semua kr:nnponen pembentuk lpM, yakni
angka harapan hidup, angka melek huru{
'ata-raia lanna sekolah dan pengeluaran riil
rer kapita" Menurut Tabel 3 untuk Angka
Harapan F.{idup tahun 2OO1 dibandingkan
sengan tahun 2005 terjadi terjadi kenaikan
sebesar 2 tahun yakni dari 69,6 tahun
renjadi 70,6 tahun. Kornponen pendidikan
"lga terdapat kenaikan angka. Khusus angkarelek huruf terjadi kenaikan 4,1 persen,
sedangkan untuk rata-rata larna sekolah
*enaikan sebesar 0,5 tahun. Adapun untuk
komponen pengeluaran rill per kapita juEa
terjadi kenaikkan walaupun relatif kecil yakni
sebesan Rp 72.200, dengan rincian padq
tahun 200'l &:esarnya pengeluanan riil per
kapita adalah 
. n 549.2eS, dan nalk rnenjadi
Rp S21.400 o#da tahun ZCIOS.
Gam[:aran rr"lengena! Angka h{arapan
$-iidup {AHH) di ketiga puluh lirna kabupaten/
kota di Prsvirrsi Jawa Tengah secara urnurR
menunjukkan indikator yang terr-ls rnennbalk
rJari tahun ?0il1 sampai d*ngan tahun ?00S.
$a.enaikan AF{h.! pada tahun AOCIS pada
L{murnnya mengikuti poia kondisi Al-.ll{ pada
tahq:n 20f i, dan hanya terrdapat sedikit
v*riasi pada sebagian keeii kabupatenl kota.
Keeenderu ng a n p,rsltif derr,cl a n nr en i n gkatnya
AH[-3 pada semuai K*trurpatenlKata ini
tentunya juga ter*enn:iri pada pnofil AliH
untuk tingkat prog:insi.
FluktuasiAF{H terjad! di beberapa daerah
seperti rnisalnya Kabupaten Tegal, Kota
Tegal, Kabupaten Sanjarnegar-a, Kabupaten
Kudus" Kota Fekainngan, Kabupaten
Sukoharjo, Kota Sernarang, Kota Magelang,
Kabupaten Eoy*lali, Kota Salatiga, Kota
Surakanta, dan Kabupcten Fati" Meskipun
eiernikian jika mendasarkan pada azas
kenonm.rlan data mska perbane$ingan AHI-{
tahun 2fi01 hingga tahuln ZCICIS, tarnpak
curkup representatif untuk rnenunjukkan trend
yang nnernbaik pada sernua kabupaten/ kota.
Dengan demikian tidak banyak terjadi
perubahan peringkat pada dua kurun waktu
tersebut dimana peringkat terendah diduduki
oNeh Kabupaten Brebes, sedangkan
peningkat tertinggi tetap diduduki oleh
Kabupaten Pati.
Angka l{arapan Hldup urultan pedarna
adalah di Kabupaten Pati dan urutan terakhirdi Kabupaten Brebes. Nanlun dalam
perjalanan waktu menunjukkan Angka
Harapan l-lidup di Kabupaten Fati justru
menurun daritahun 2AV (74,4) rnenjadi 72,6
pada tahun 2005, sedangkan Angka Harapan
Hidup Kabupaten Brebes justru meningkat
dari 63,2 pada tahurr 2001 menjadi 65,4 pada
tahun 2005. Angka Harapan h{idup dapat
dipengaruhi dari fisilitas kesehatan yang adadi daerah tersebut. Di Kabupaten pati
mempunyai jumlah penduduk yang lebih
sedikit (1.197.856 jiwa) dibanding Kabupaten
Brebes (1.784"A94 jiwa), tetapi fasilitas
kesehatan lebih baik di Kabupaten pati dari
pada di Kabupaten Brebes. Di Kabupaten
Pati jurnlah rumah sakit mencapai 7 unit
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SedangkandiKabupaten"tsrebesjumlahJawaTengah,Padqtahun200lAngN<a
rumah sakit ada 5 unit dengan **:i11i y:"':: ly:l-i:-tr#ffi1"**:?JeJ*:r."pluit"t Melek Huiut di Kabupaten Sra en 71'9
tempat tidur 253 nu"rn. s"r*iuinya jika dilihat persen, rneningkat rnenjadi 74,5 
persen pada
persentase status gizi anak barita ternviia'ii larrrln 1"ooz datr menurun selama dua tahun
Kabupaten pati anak barita yanE beistatus berturirt-turut, yaitu meniadi 
za,3 persen
gizi baik **n.u["i--Ai,O'gy"] d;*;i tahun 2003 dan 72'6 persen pada tahun
Kabupaten Brebes y,unyu rnencapai li''at%' ?ooo Fada tahun 2005 angka melek hurut 
di
indikator kedua dari inA*n* nanupaten Sragen meningkat menjadi 75'2
Fernbangunan Manusia, yaitu Angka rMerek persen r-rarnun-kenaikan 
ini masih berurn
Huruf'tnengalamipeningkatang:l,tehunmarnpulnertlbahposisiKabupatenSragen
ketahun setama puiinJ" 
"t"hun 2001-itl6S' pada tingkat Jawa Tengah'
Daenah*daerah yang mendudukl p*ti*gk"i . " ngrUi'la dengan indit<ator Angka 
tutrelek
bawah pada tahurr 2001, justru **o*nirff* I*l*f:. indikator" lain yan$ 
juga rnasitr
peningkatan y"ng--rig;i'f'6" pad,a'i**un berkaitan d*ngan pendidikan' 
yaitu Rata-rats
2005. sebariknyr daerah-daerah ;;il Lrry* se*otafr rnenunjukkan sedikit fruktuasi
rnenernpati posisi tinggi tidak U"ity"i pacla uu*''" kabupatenl kota di Propinsi
mengalarni pening-t<atan'ffiesmpun d-"iliil;' 1?yl^.""u"n dalain -pe*ode tahun ?00.
kecenderunganpeningkatanpada'uvrrulmnyasainP.$idengarr2005.Polapenringkatanyang
terjadi secara r.o**iri*" 
- 
uuirr tar,un"'zn6r t*riu'or padJ tahun 2005 juga hampin sanna
hingga tahun 20CI5. d*^g"n t ondisi *lasing-masing daerah 
pada
Angka hfielek Huruf di .Jawa 
-l-engah tahril 200i' sehingga tidak banyak teriadi
rnengalami penlngkatan,. qTi 
. 
g3-3 e*i**n perubaharr posisl peringkat diantara kedua
pada tahrun 200x menjadr 87,4 p*nu*5=p*iu ;;;i"d; krsebut. 
posisi peringl<at kabupaten/
tahun 2005" Peningkatan ini tidak t&-i;;i fota dalam hal Rata-rata Larna sekoiah luga
sernLla daerah l<abupaten/ ksta. 
-'N"rv, hampir sarna derrgan posrsi perrngkat
beberapa kabupaten yang *"ngr;i.,i daeiah-daerah tersebut daram har AnEka
peninskatan vu*Jll"rinti,'*!dumi 5ji;ffi?T Melek l-luruf" Dalarn hal ini Kabupaten
sukoharjo dari peringkat zz tahun 
'zoot snagen dan Blora menduduki peringkat
rnenjadi peringXJi 17 pada t-alTyn ZO*S, ren;ah, sementara Kota Salatiga 
dan
Kabupaten Femalang dari ngrjnqkat 29 tahun semarang berada pada posisiterbaik'
2001 menjadi peringkat 23 tahul )ooS' n"n'gln kondisi, yang membaik pada
Kabupaten f*nurn"n] kuOus dan Boyolali t*.*u.a iabtrpaten/ kota' maka 
profil Rata-
juga mengalami peningkatan - yang #;fi otu _L"*" sekolah di Jawa Tengah 
jtlga
dalam capalan Angka Melek l-luruf selama *unrqu*an trend.yang terus 
membaik dari
jangka waktu "'ioor_zngs. x"urp"tun tahun loot ."*pai dengan 2005. Rata-rata
Wonosobo, Tegal dan Batang *-ttg[t#i mma.sefolah (Mean Years of Schoolling) di
penurunan p*rlngkJp"g"'4{:l zo6s:ulrt JawaTengah bilurnmengalarni penlngkat'an
dibandingkan dengan tahun 2001' 
'*",ii"pt 
I?'.i9."::Et*{*;T?i?;lltithl%ffi"!11 I




-""'l-- tahun hanyJ meningkat m.eniadi 6,8 
tahun
AngkaMelekHurufdiKotaSalatigapudl,tahun200s,artinyamayoritas
tahun 2005 menempati ranking p"rt"*u'i"itu ienduduk Jawa Tengah berpendidikan baru
g6,6 persen. nngXJ ini t"rop""k"n f."n,ii[un sampai tarnat Se*otah Dasar atau kelas 1
bila dibandingkan tahun 2001 v"ng ilny" 
'Mi' 
Kabupaten Rembang' Kendal' Boyolali'
sebesar g3,g persen. Kebijak"n p"njioilin wonogiri dan semarang mengalami
yang diterapkan -;i"h--p;merintarr"-lota peninitatan peringkat pada tahun 2005 
bila
Salatiga dapat meningkatkan angka ,.tp"i"n OiUanlingpan' dengan tahun 2OO1'
melek huruf. Namun kenaikan 
"ngX"-ti"i"ft KabupatEn 
Rembang pada tahun 2A01
huruf di Kota salatiga tidak rnembawa menempati peringkat-33 rneningkat menjadi
perubahan datam;;;';i tirvt paoa il;;krt perinskat 22 tahrin 2005' Kabupaten Kendal
Jawa Tengah (sejak, tahun zoor 
_ 
slipai lreniloi lebih baik peringkatnya yaitu dari 27
dengan tahun 20d t;iap peringkat o);^G tarrun zoot menjadi Z1pada tahun 2005'
melek huruf di Kabupaten sragen ru""*F"ti sedangkan Kabupaten Boyolali dari peringkat
peringkat teraknir-l!;t 9i. i"t1" T;il;h' 21 taliun 2001 menjadi perinskat 
16 pada
Angka Melek l-turui-Oi Kabupaten #;"; iahun.2005' Kabupiten Wonogiri berubah
mengarami nunuali G"*-t"tiun zooi-tan peringkatnya darl 31 tghun 2001 meniadi 26
selalu berada Oi posisiierakhir dalam skala iahun 20b5 dan Kabupaten Semarang
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berubah menjadi peringkat g pada tahun
2005 bila dlbandingkan dengan tahun 2001
yang menduduki peringkat 14.
Terdapat beberapa kabupaten yang
mengalami penurunan peringkat angka Rata-
rata [-ama Sekolah pada tingkat Jawa
Tengah selama kurun waktu ZOA1.-2AOS.
Kabupaten Wonosobo mengalami penu!"unan
dari peringkat 24 tahun 20Q1 menjadi
peringkat 34 tahun 2CI05. Kabupaten lain
yang mengalami penurunan peringkat antara
lain kabupaten Tegal (dari peringkat ig ke
peringkat 24, Demak ( dari. peringkat 15
menurun menjadi peringkat 20) dan Cilaeap
(dari peringkat 19 menjadi peringkat 24).
Kota $ernarang dan Kota Surakarta
menempati peringkat pertama dengan angka
Rata-rata l-ama Sekolah g,B tahun,
sedangkan Kabupaten Brebes rnenempati
peringkat terakhir (35) dengan angka Rata-
rata Lama Sekolah 5,5 tahr,ln. ftilayoritas
penduduk Kota Semarang dan Surakarta
telah menamatkan pendidikan hingga
sekolah menengaf'l pertama (SMp],
sedangkan sebagian besar penduduk
Kabupaten Brebes hanya menamatkan
pendidikan pada tingkat $ekolah Dasar (SD).
Kota Semarang dan Kota Surakarta
memiliki Rata-rata Lama $ekolah yang sama
baik pada tahun 2001 (9,2 tal.lun) maupun
tahun 2005 (9,8 tahun). Banyaknya sekolah
pada tingkat lanjutan di kedua kcta tersebut
menjadi faktor meningkatnya a Rata-rata
Lama Sekolah. Angka Rata*rata Lama
Sekolal'l di Kabupaten Brebes juEa
mengalami peningkatan dari 4,8 pada tahun
2001 menjadi 5,5 pada tahun 2005. Namunperubahan tersebut belum dapat
mengantarkan Kabupaten Brebes untuk naik
peringkat (tetap pada peringkat 35).
Perbedaan kebijakan ,pemerintah
kabupaten/kota dalam menyikapi pendidikan
akan menghasilkan keluaran yang berbedapula. Pernerintah daerah yang concem
dengan pendidikan akan melakukan prograrn
dan kegiatan yang menunjang perbaikan
pendidikan. Pemerintah daerah diharapkandapat meningkatkan dan memperluasjangkauan pelayanan pendidikan yang
bermutu, memberikan dukungan penuh pada
prcgram wajib belajar 9 tahun dan
meningkatkan kemampuan akademik dan
kesejahteraan tenaga pendidikan.
Kondisi perekonomian penduduk yang
dideteksi rnelalui komponen Pengeluaran Riil
Per Kapita di 35 Kabupaten/Kota di propinsi
Jawa Tengah menunjukkan bahwa pada
tahun 2001 angka pada masing-maslng
daerah hampir sama yaitu pada kisaran Rp
550.00CI. Fluktuasi terjadi antara talrun 2001
dan 2005 dalam nentang kisaran antara Rp
594.200 hingga Rp 619.900" Fada tahun
2002 pengeluaran riil per i<apita sebesar Rp
594.?00, dan' mengalami penurunan pada
tahun 2003 hingga menjadi Rp 593"000. dan
kembali membadk pada tahun berikutnya,yakni menjadl Rp 618"700. Fluktuasi
pengeluaran riil per kapita antara lain
cjisebabkan oleh fluktuatifnya pendapatan riil
masyarakat sebagai akibat eJari kenaikan
harga bahan bakar mtnyak (BBfuU yn!1E
berdampak pada neningkatan harga-harga
barang secara umum. Pendapatan riil yang
menunin berirnplikasi pada penurLlnaffi
pengeluaran riil per kapita.
Fada tahun 2005, angka pengeluaran riii
pe!" kapita meningkat, narnun apabila
dibandingkan dengan peninglcatan pada
tahun 2004, peningkatannya terlihat jauh
lebih kecil. Sebab pada pericde 2003-?004
kenaikan pengeluaran riil per kapita *ebesar
Rp 25.700. Sedangkan untuk periode 2A04-
2005 kenaikan pengeluran riil per kapita
hanya sebesar Rp 1.20CI.
Dilihat pada masing-rnasing kabupaten/
kota di Jawa Tengah pengehlaran riil saling
berpacu atas kedudukan rangkingnya. Kota
Magelang tahun 2001 menduduki ranking ke
6 untuk besarnya pengeluaran niil per kapita
dan dapat bertahan pada ranking periama
sarnpai pada tahun 2005" Fengeluran riil per
kapita Kota Tegal meningkat terus sejak
tahun 2001 yang mencapai Rp 549"200
sampai pada tahun 2005 yang mencapai Rp
619.900. Feningkatan pengeluaran niil per
kapita di Kota Tegal yang progresif ini
mampL! mengantankan Kota Tegal mencapai
peringkat pertarna se Propinsi Jawa Tengah
dalam hal daerah yang berhasil rnemiliki nilai
pengeluaran riil per kapita yang tertinggi.
Pada tahun 29ffi Kota Tegal sementara
berada pada peringkat g, kenrudian stabil
pada peringkat 5 pada dua tahun perikutnya
(20A2-2003) dan pada tahun 2004 peringkat
semakin membaik dengan benhasil
rnenempati urutan ke dua di antara U
kabupaten. Peningkatan perirrgkat
pengeluaran riil per kapita di Kota Tegal
antara lain disebabkan oleh" semakin
membaiknya roda perekonomian di daerah
tersebut, dimana pemerintah kota Tegal
dalam menarik minat investor asing dan
domestik terbilang berhasil, yang ditunjukkan
dengan semakin membaiknya kondisi sektor
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industri, perdagangan dan peftanian di Kota
Tegal, yang Fnerupakan wilayah strategls
sebab terletak di pesisir pantai utara yang
rnerupakan kawasan perlintasan transportasi
darat dan laut antar provinsi.
Kahupaten Blora tanrpaknya rnalah
merosot dari ranking ke 34 pada tahun 2001
menjadi ranking 35 pada tahun 2CI09.
Pengeluaran riil kabupaten Slora berfluktuasi
sejak tahun 2CI01 sampai tahun 2fJ05. Fada
tahr"rn 2001 pengeluaran riii per knprita
Kabupaten tslora mencapai Rp S49"1OCI;
tahun 2CIG2 naik menjadi Rp bS6.60(); tahLrn
2CI03 rnenurun nnenjadi Rp 584.1S0; tahun
200"$ nailE rnenjadi Rp 60$.100 ; dan naik lagi
rnenjadi Rp. 617.000 pada tahun 2005.
Feningkatan pendapatarl riit per kapita di
Kabupaten Blora tidak lepas dar! usaha kerasdari pernerintah daerah setempat dalam
rnernbenahi dan memperbaiki kondisi
perekonornian melaJui penetapan kebijakan,
implementasi strategi dan rnewu.iudkan
langkah-laingkah konkret atas progrann
ekonomi yang telah disusun. Narnun upayadan langkah-langkah positif di bidang
ekonornl tersebut ternyata belum
men'lbuahkan hasil. [-{al ini nampak dari
posisinya yang berada pada urutan terakhir
diantara 35 kabupaten/ kcta se Jawa
Tengah. hdeskipun demikian secara absolut,
usaha kenas penrerintah Kabupaten tsiora
sudah cukup mernuaskan, yang ditunjukkandengan semakin membaiknya angka
pengeluaran riil per kapita yang naik dan
mencapai Rp 617.000 pada tahun 2009.
' Pengeluaran riil per kapita di propinsi
Jawa Tengah terus mengalami peningkatan
hingga 2005, meskipun peningkatannya
dirasa belum cukup berafti, yakni sebesar Rp
1.200 saja dari tahun 2004 yang sebesar Rp
618.700 menjadi Rp 619.700 pada tahun
2005. Fada tahun 2005 daerah-daerah yang
mengalami peningkatan yang cukup
menonjol secara absolut yang ditunjukkan
dengan posisi peringkat yang berada pada
kisaran 15 besar di antara 35 kabupaten/
kota di Jawa Tengah adalah Kota Tegal,
Magelang, Surakarta, Salatiga, Semarang,
Kabupaten, Klaten, S_ukoharjo, Wonogiri,
Karanganyar, Rembani, pati, Semarang,
Kendal, dan Pekalongan. Lima daeran di
Jawa Tengah yang memiliki pengeluaran riil
per kapita paling rendah atau berada pada
ranking lima terbawah khusus pada tahun
2005 urutannya adalah Kabupaten Cilacap,
Kebumen, Batang, Grobogan dan Blora. Jikadicermati, kelima kabupaten tersebut
ternyata menupakan wiiayah yang untuk
sementara ini masih ciidorninasi oleh
keun.gguian sektor pertaniun dan indistri,yang clldalanrnya terdiri dari sub sektor
pertanian, petemakan, perikanan, kelat-ltan,
kehutanan, dan perkebunan, serta sub sektor
industri kecid an rurnah tangga. Sebagaimana
dil<etahui, bahwa se$cton pertanian yang
banyak "cliandalkan oleh negara-negari
berkemhang, seperti halnya lndonesia,
tergolong sebagai seKor pril.ner. $ektor
primer nrerupakan sektor yflng lnerniliki nilai
tambah yang relatif rendah dalam proses
produk*inya clihandingkan clengan sektor
sekunder, misalkan kegiatan industri
pengolahan, dan sektor tersier misalkan
kegiatan di bidang pelayanan atau jasa.
Sektor sekunder dan tersier mernbutuhkan
mods! yang cukup besar, teknologi canggih,
dan menuntui preduktivitas yang relatif tinggidari sunnlrer daya mana:sia yang
dibendayakan. Tuntutan dan kehurtuhan yang
mendukung tersebut apabila terpenuhi akan
berpengaruh secara signifikan tenhadap nilai
tambah dalarn prose$ produksi. Artinya nilai
la,mbgh yang ,dihasitkan juga akan tinggi.Kondisi sosial dan ekononni seperti ini ying
bergerak secara dlnamis rian berlang$ung
secara kontinyu, selanjutnya akan
berimplikasi pada peningkatan pertunrbuhan
ekonomi ciaerah.
Sektor industri rneskipun merupakan
sektor yang juga diminati oleh lima
kabupaten yang berada pada posisi lima
terendah di Jawa Tengah, namun demikian
sebagian besar industri yang berjalan di
kabupaten tensebut rnasih bergerak pada sub
sektor industri kebil dan rumah tangga.
lndustri kecil dan rurnah tannga yang
meskipun mampu menyerap banyak tenagi
kerja, namun sun'lbangan terhadap PDRB
dan nilai tambahnya relatif kecil.
Dukungan sektor pertanian dan industri
yang bekerja pada lima daerah yang disebutdi atas, rnasih relatif teiit dan
ketersediaannya masih kurang, baik secara
kuantitas maupun kualitas. Tentu saja ini
akan berdampak pada kondisi perekonomian
daerah. Dan secara spesifik, juga akan
berpengaruh pada besarnya pengeluaran riil
perkapita. Jadi, ada kecenderungan daerahyang masih ' memprioritaskan sektor
pertanian akan memiliki nilai pengeluaran riilqgr kapita yang relatif rendah, apabila
dibandingkan dengan daerah lain yang
sudah mernprioritaskan sektor industri dan
l
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jasa yanE tetap didukung oleh sektor
pertanian.
Kabupaten Cilacap, Kebumen, Batang,
Grobogan dan Blora yang hingga kini masih
memprioritaskan sub sektor pertanfan,
perikanan, kehutanan, perkebunan dan
peternakan serta sub sektor indisr.ltri kecil
dan rumah tangga, memiliki nilai pengeluaran
riil pen kapita yang lebih rendah daripada nilai
rata-raia pengeluaran riil per kapita se Jarsa
Tengah yang mencapai Rp 019.9CICI.
Selanjutnya nilai rata-rata per riil per kapitaini digunakan pernerintah daerah Jawa
Tengah sebagai salah satu faktor penimbang
dalam penentuan besaran UlVlF, (Upah
Minimal Propinsi). Karena Blora merupal<an
daerah yang berada pada posisi paling
bawah atau ranking ke-35 dan seiuruh
kabupaten/kota di Jawa Tengah, nraka clapat
menjadi indikasi bahwa Kabupaten Blcra
merupakan daerah yang memang memiliki
nilai pengeluaran riil per kapita terkecil.
lronisnya, selama ernpat tahun terakhir,
muNai 2CI02 hingga ?005, Flora selalu
menduduk! posisi paling bawah dalanr
besaran pengeluaran riil perkapita. Dinnana
kondis! seperti ini tidak terjadi pada ernpat
kabupaten yang rendah lainnya. Apabila
ditinjau dari kekayaan alam. Kabupaten tslora
selama ini memang dikenal sebagai daerah
yang menniliki wilayah hutan jati yang sangat
dan menniiiki kandungan gas alam yang
potenslal. Namun pada kenyataannya,
kekayaan hutan tersebut merupakan aset
neEara yang eksplorasi dan pengelolaannya
dikendalikan oleh pemerintah pusat,
sehingga , pen'lerintah daerah tidak
mempunyai kewenangan untuk turut
memanfaatkan dan mengkonseruasi guna
menggalang besarnya nilai pAD
(Pendapatan Asli Daerah). Adapun potensi
gas alann hingga kini masih dalam tahap
penetapan kesepakatan dan perencanaan
yang disinyalir kelak akan dieksploitasi dan
dikelola oleh investor asing yang
pembiayaannya berasal dari PMA. Apahila
kelak pemerintah daerah dilibatkan dalam
pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan
alam, dengan lebih banyak mempekerjakan
masyarakat setempat, yang diikuti dengan
kemungkinan munculnya aglomerasi yang
berdampak positif bagi perekonomian,
diharapkan Kabupaten Blora akan rnemiliki
pengeluaran riil per kapita yang lebih tinggi,
akhirnya posisi ranking pengeluaran riil per
kapita Kabupaten Blora dapat terangkat,
mendekati rata-rata pengeluaran riil per
kapita Jawa Tengah atau, bahkan
melampauinya.
Secara umum, guna meningkatkan
pengeluaran riil per kapita masing-masing
daerah yang nantinya akan berimplikasi pada
pefiun'rbuhan ekonomi Jawa Tengah yang
nyata, dapatlEfi diambil langkah konkret
melaiui penetapan tujuan pembangunan,
implemenias! strategi dan pelaksanaan
prCIgram pada seictor-sektor pendukung,
yakni perfanian, perindustrian, perdagangan,
perlcoperasian, usaha kecil/menengah,
psn&ni:m#n rrlodal, pertarnbangan dan
energi.
lndeks Pernbangunan flv{anusia Jawa
Tengah jika diru.iuk ke kategoni peringkat
lPi\/, maka iennasuk rnenengah tinggi (66-
70)" $ementara jika dilihat perbedaan IPM
antar kabupaten/ kota di Jawa Tengah, ada
kecenderungan rnenurun. Hal ini tampak
pada kesenjangan IPM terendah dengan
tertinggi yang mencapai 13,6 pada tahun
2001, eian akhirnya turun menjadi 10,4 pada
tahun 2n05.
Kgsttrrpumru
1. Ada 3 (tiga) komponen penting dalam
penyusunan lndeks pembangunan
fifranusia (lPM) yaitu lamanya hidup
(longevity). pengetahuan/tingkat
pendidikan (knowledge), dan standar
hiriup (decent living) 
"2. Angka Harapan Hidup penduduk
Jawa Tengah dari tahun 2001 hingga
2005 terus meningkat. Pada tahun 2001
Angka Harapan Hidup sebesar 68,6
tahirn dan pada tahun 2005 menjadi 70,0
tahun, yang berarti terjadi kenaikan 2
tahun.3. Pada tahun 2CI05 Angka Melek Huruf
penduduk lndonesia telah mencapai 8V,4
persen, yang berarti terjadi keanaikan 4,1
persen dibandingkan pada tahun 2001..4. Rata-rata lama bersekolah Jawa Tengah
sebesar 6,6 tahun pada tahun 2005,
dimana angka ini lebih besar 0,5 tahun
dibanding tahun 2001. Rata-rata lama
bersekolah Jawa Tengah tahun 2005
yang sebesar 6,6 tahun mempunyai arti
bahwa mayoritas penduduk yang berusia
10 tahun ke atas hanya menamatkan
pendidikan sekolah dasar atau kelas 1
SMP,5. Kondisi perekonomian di 35
kabupaten/ kota di Jawa Tengah semakin
membaik. Namun demikian peningkatan
tersebut dirasa tidak cukup berarti. Hal ini
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ditunjukkan dengan relatif kecilnya angka
peningkatan pengeluaran riil per kapita
Propinsi Jawa Tengah yang menfadisalah satu indikator kondisiperekonomian. pada periode tahun
2001-2005 kenaikan pengeluaran riil per
kapita Dl Provinsi Jawa Tengah hanya
sebesar Rp 72.200,-
ReronnerunRsr
Pemerintah daerah seyogyanva:l. l\4empertahankan dan rneningkatkan
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
aspek kelridupan rnanusia seperti
pendidlkan, kesehatan dan ekonorni agar
tercipta iklim yang kondusif yang dapat
mendukunE per-turnl:uhan dan
perkernbangan sektor-sektor yang terkait.2. Pencanangan wnjib belajar g tahunperlu mendapatkan dukungan dari
sernLla pihak, agar setiap pendudukyang herusia T-15 tahun dapat
mengikuti pendidikan daiarn 
.lenjangpendidikan rJasar.3. f\leningkatkan dan memperluasjarrgkauanr peiayanan penrdidikan
yang bermutu dengan tujuan untuk
rneningkatkan pemerataan pada
' pemanfaatan fasilitas pendidikan,
' sehingga makin banyak penduduk
yang dapat bersekolah.4. Meningkatkan pengeluaran riil per
kapita masing-masing daerah melatuiperluasan kesempatan kerja,penyerapan tenaga kerja dan
peningkatan pendapatan asli daenah,
intensifikasi dan ekstensifikasi usaha
di bidang pertanian.
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